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ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih banyak ditangani melalui pendekatan
represif yang menempatkan pengguna sebagai pelaku kejahatan, sehingga berdampak pada
overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan belum optimalnya pemulihan bagi pengguna
narkotika. Padahal, hukum positif Indonesia telah membuka ruang penerapan restorative
justice melalui mekanisme penghentian penuntutan yang berorientasi pada rehabilitasi dan
pemulihan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penghentian penuntutan
perkara penyalahgunaan narkotika sebagai pengguna dalam perspektif restorative justice
serta bagaimana implementasi, kendala, dan solusi normatif dalam penerapannya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan berbasis
restorative justice dan merumuskan solusi hukum guna mengoptimalkan penerapannya
dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Restorative Justice, Penghentian Penuntutan, Penyalahgunaan Narkotika.

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia is still predominantly addressed through a repressive approach
that positions users as criminal offenders, resulting in prison overcrowding and inadequate
recovery efforts for drug users. In fact, Indonesian positive law has provided space for the
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application of restorative justice through the mechanism of prosecution termination
oriented toward rehabilitation and recovery.

The problems examined in this study are how the termination of prosecution for drug abuse
cases involving users is viewed from the perspective of restorative justice, as well as how
its implementation, obstacles, and normative solutions can be formulated. This research
aims to analyze the implementation of prosecution termination based on restorative justice
and to propose legal solutions to optimize its application within the Indonesian criminal
justice system.

Keywords: Restorative Justice, Termination of Prosecution, Drug Abuse

RINGKESAN

Panyalahgunaan narkotika di Indonésia dugi ka kiwari masih loba ditangani ku pendekatan
represif anu nempatkeun para pamaké minangka palaku kajahatan. Kaayaan ieu
nyababkeun kaleuwihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sarta tacan optimalna usaha
pamulihan pikeun para pamaké narkotika. Padahal, hukum positif di Indonésia parantos
masihan rohangan pikeun nerapkeun pendekatan restorative justice ngaliwatan mékanisme
penghentian penuntutan anu museur kana rehabilitasi jeung pamulihan.

Masalah anu ditalungtik dina panalungtikan ieu nyaéta kumaha palaksanaan penghentian
penuntutan dina perkara panyalahgunaan narkotika ku pamaké dina perspektif restorative
justice, ogé kumaha implementasi, halangan, sareng solusi normatif dina palaksanaanna.
Tujuan panalungtikan ieu nyaéta pikeun nganalisis palaksanaan penghentian penuntutan
dumasar kana restorative justice sarta ngarumuskeun solusi hukum pikeun ngaoptimalkeun
palaksanaanna dina sistem peradilan pidana di Indonésia.

Kecap Konci: Restorative Justice, Penghentian Penuntutan, Panyalahgunaan Narkotika

PENDAHULUAN

Indonesia Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi isu nasional
yang kompleks dan multidimensional. Tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan
individu, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, hukum, bahkan
politik. Setiap tahun, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat peningkatan pengguna
narkotika di berbagai lapisan masyarakat. Pada tahun 2023, data BNN menunjukkan bahwa
jumlah pengguna aktif narkotika mencapai lebih dari 3,6 juta orang, dengan mayoritas
berasal dari usia produktif dan kategori pengguna pemula atau pecandu ringan. Kondisi
ini menimbulkan pertanyaan mendasar terhadap efektivitas pendekatan penegakan hukum
yang selama ini digunakan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Fenomena penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi
juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia, baik di bagian barat, tengah, maupun timur.
Beberapa hasil penelitian berikut memberikan gambaran konkret mengenai kondisi
penyalahgunaan narkotika di tingkat daerah. Di wilayah Indonesia Barat, penelitian yang
dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menunjukkan bahwa pelaksanaan
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih
menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan sarana
rehabilitasi, kurangnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, serta lemahnya fungsi



pembinaan terhadap pelaku. Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan secara
intensif, namun belum diimbangi dengan mekanisme rehabilitatif yang memadai, sehingga
kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah barat masih menunjukkan angka yang tinggi.
Kondisi ini menggambarkan bahwa pendekatan pemidanaan konvensional belum
sepenuhnya mampu menekan tingkat penyalahgunaan narkotika di daerah tersebut.

Selanjutnya, di wilayah Indonesia Tengah, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, hasil
penelitian di Kabupaten Buol menunjukkan bahwa strategi aparat kepolisian dalam
menanggulangi penyalahgunaan narkotika masih berfokus pada tindakan represif, seperti
penangkapan dan penindakan hukum terhadap pelaku, sementara langkah-langkah
preventif seperti penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal.
Akibatnya, meskipun terdapat peningkatan dalam jumlah penindakan, angka
penyalahgunaan narkotika tetap relatif tinggi dari tahun ke tahun. Temuan ini menunjukkan
bahwa efektivitas kebijakan di wilayah tengah memerlukan sinergi yang lebih baik antara
aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan.

Adapun di wilayah Indonesia Timur, hasil penelitian di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara
Barat, mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan dan motivasi remaja terhadap bahaya
narkotika masih sangat rendah. Faktor lingkungan sosial dan lemahnya pengawasan
keluarga turut menjadi pemicu meningkatnya kasus penyalahgunaan di kalangan pelajar.
Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan narkotika di wilayah timur tidak hanya
berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan dimensi pendidikan,
sosial, dan kultural. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang bersifat edukatif dan
rehabilitatif agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif di kalangan generasi muda.

Berdasarkan uraian kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika
merupakan persoalan nasional yang kompleks. Penegakan hukum masih berfokus pada
aspek represif, sementara pendekatan rehabilitatif dan preventif belum berjalan optimal.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem hukum pidana dalam
menangani penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang
lebih proporsional serta berorientasi pada pemulihan bagi korban penyalahgunaan
narkotika di Indonesia.

Sistem hukum pidana Indonesia, secara historis, masih memegang paradigma retributif
yang cenderung menghukum pelaku kejahatan secara keras melalui pemidanaan, termasuk
pelaku penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini menekankan pada penghukuman sebagai
bentuk pembalasan terhadap kesalahan hukum yang dilakukan, tanpa memperhatikan
secara mendalam faktor penyebab pelanggaran hukum dan peluang pemulihan pelaku.
Akibat dari dominasi pendekatan ini, lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami
kondisi overkapasitas yang sangat serius. Berdasarkan data Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan per April - Juni 2024, terdapat 271.385 narapidana, dengan sekitar 52,97%
atau 135.823 orang berasal dari kasus narkoba. Sebagian besar di antara mereka (sekitar
80%) merupakan pengguna, bukan pengedar besar atau bandar. Hal ini memperlihatkan
bahwa mayoritas penghuni lapas sebenarnya adalah individu yang membutuhkan
pertolongan medis dan sosial, bukan perlakuan sebagai pelaku kriminal berat.

Padahal secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
memberikan perhatian yang serius terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan
narkotika.  Dalam Pasal 54 disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban
penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum memandang pecandu sebagai individu yang harus



dipulihkan, bukan semata-mata sebagai penjahat yang harus dipidana. Sayangnya, norma
hukum tersebut belum diimplementasikan secara konsisten oleh aparat penegak hukum,
terutama pada tahap penuntutan. Masih banyak kasus di mana jaksa tetap melanjutkan
perkara ke pengadilan tanpa mempertimbangkan opsi penghentian penuntutan atau
rehabilitasi bagi tersangka.

Kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara das sollen (apa yang seharusnya) dengan
das sein (apa yang terjadi). Secara ideal, hukum pidana seharusnya mengedepankan
keadilan yang bersifat substantif dan humanis. Namun, realitas penegakan hukum
menunjukkan bahwa hukum masih digunakan secara mekanistik dan formalistik. Dalam
konteks perkara penyalahgunaan narkotika, hal ini berarti bahwa meskipun hukum sudah
memberi ruang untuk perlakuan yang lebih lunak dan rehabilitatif, sebagaimana diatur
dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang
menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial aparat
penegak hukum masih mempraktikkan pendekatan represif, terutama pada tahap
penuntutan dan pemidanaan. Akibatnya, upaya pemulihan individu tidak tercapai,
sementara angka kejahatan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun.

Melihat ketidakefektifan pendekatan represif tersebut, muncul kebutuhan akan paradigma
hukum baru yang lebih humanis, yakni restorative justice. Berangkat dari permasalahan
tersebut, mulai diperkenalkan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum pidana yaitu
restorative justice atau keadilan restoratif. Konsep ini merupakan bentuk pendekatan
hukum yang lebih menitikberatkan pada pemulihan (restorasi) hubungan antara pelaku,
korban, dan masyarakat. Restorative justice mengedepankan prinsip musyawarah,
kesepakatan, tanggung jawab, dan rekonsiliasi sebagai solusi atas konflik hukum. Dalam
konteks penyalahgunaan narkotika, restoratif justice bertujuan untuk memulihkan kondisi
psikologis dan sosial pelaku, bukan untuk membalas kesalahannya dengan hukuman pidana
penjara. Pendekatan ini relevan diterapkan karena mayoritas penyalahguna narkotika tidak
menyebabkan kerugian langsung kepada korban (victimless crime), dan mereka sendiri
seringkali merupakan korban dari lingkungan, ekonomi, atau tekanan psikologis.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, penerapan restorative justice dalam penanganan
perkara pidana, khususnya di tahap penuntutan, mulai mendapatkan tempat setelah
diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memungkinkan
Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan perkara pidana tertentu jika telah
tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta tidak menimbulkan dampak
luas terhadap masyarakat. Di dalam Pasal 5, disebutkan bahwa penghentian penuntutan
dapat dilakukan dengan syarat antara lain: pelaku baru pertama kali melakukan tindak
pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, dan adanya pemulihan kerugian yang
ditimbulkan.

Namun demikian, Perja Nomor 15 Tahun 2020 belum secara eksplisit menyebutkan
perkara penyalahgunaan narkotika sebagai objek penghentian penuntutan berbasis
restorative justice. Maka dari itu, dikeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun
2021 yang memberikan ruang lebih luas terhadap penerapan restoratif justuce dalam
perkara penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi pengguna atau pecandu. Pedoman ini
menjadi sangat penting karena memberikan arah baru bagi jaksa untuk menggunakan
diskresinya dalam menghentikan perkara yang tidak layak dilanjutkan ke pengadilan, dan
mengarahkan pelaku kepada rehabilitasi medis dan sosial.



Meskipun secara normatif telah tersedia, pelaksanaan restorative justice pada perkara
penyalahgunaan narkotika di tahap penuntutan masih sangat terbatas. Berdasarkan laporan
evaluasi Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, dari 30 perkara narkotika ringan yang masuk
selama tahun 2023, hanya empat perkara yang berhasil dihentikan melalui mekanisme
restorative justice. Penyebab utamanya adalah keterbatasan pemahaman jaksa terhadap
konsep restoratif justice, ketidaksiapan sistem mediasi, minimnya pelatihan teknis untuk
fasilitator restoratif, serta kekhawatiran institusi terhadap potensi penyalahgunaan
wewenang dan persepsi publik.

Berdasarkan pendekatan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya hadir
untuk memanusiakan manusia. Hukum tidak boleh menjadi alat pembalasan yang mekanis,
tetapi harus bersifat responsif terhadap kebutuhan sosial. Dalam konteks ini, penghentian
penuntutan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika yang memenuhi syarat dapat
dipandang sebagai perwujudan dari hukum yang bermartabat. Hukum bukan sekadar untuk
menghukum, tetapi juga untuk menyembuhkan. Maka, jaksa sebagai aktor utama dalam
sistem penuntutan harus mampu menggunakan diskresinya secara bijak, bertanggung
jawab, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan penerapan
restorative justice sangat bergantung pada keselarasan antara struktur hukum (institusi),
substansi hukum (aturan), dan budaya hukum (nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat dan
aparat hukum). Saat ini, struktur hukum dan substansi hukum di Indonesia sebenarnya
sudah cukup mendukung penerapan restorative justice dalam perkara penyalahgunaan
narkotika. Namun, budaya hukum yang masih konservatif dan cenderung menghukum
membuat penerapan pendekatan ini masih terbatas. Oleh karena itu, perubahan harus
dimulai dari transformasi cara pandang aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap
fungsi hukum dalam menyelesaikan perkara pidana.

Dari sudut pandang ekonomi hukum, penerapan restorative justice dalam perkara
penyalahgunaan narkotika juga lebih efisien dibandingkan dengan proses peradilan biasa.
Proses penghentian penuntutan dengan pendekatan restoratif justice menghemat biaya
operasional kejaksaan, biaya sidang pengadilan, serta beban biaya pemasyarakatan yang
selama ini menyedot anggaran negara. Di sisi lain, pelaku yang direhabilitasi memiliki
peluang lebih besar untuk kembali produktif dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga
memberikan efek jangka panjang yang lebih positif bagi masyarakat.

Kajian empiris yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan Takalar menunjukkan
bahwa implementasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021
belum berjalan optimal. Di Takalar, hanya 3 dari 28 perkara narkotika ringan yang
dihentikan penuntutannya melalui restorative justice sepanjang tahun 2023. Hambatan
yang dihadapi meliputi ketidakseragaman pemahaman antar jaksa, kurangnya koordinasi
dengan kepolisian, serta kekhawatiran jaksa terhadap tuntutan pertanggungjawaban hukum
dan administratif jika terjadi kesalahan dalam menerapkan diskresi.

Selain itu, minimnya literatur akademik yang secara khusus membahas penerapan
penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkotika dalam kerangka restorative
justice menyebabkan terjadinya kesenjangan penelitian (research gap). Kebanyakan studi
hukum yang ada masih terfokus pada penerapan restoratif justice dalam perkara anak atau
pada tahap penyidikan. Belum banyak penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam
bagaimana mekanisme penghentian penuntutan dilakukan oleh jaksa, khususnya terhadap



pelaku penyalahgunaan narkotika yang secara hukum memenuhi syarat untuk tidak dibawa
ke pengadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara Kritis
bagaimana implementasi penghentian penuntutan terhadap perkara penyalahgunaan
narkotika sebagai bentuk penerapan restorative justice di tahap penuntutan. Penelitian ini
akan mengkaji regulasi yang berlaku, mengevaluasi praktik yang terjadi di kejaksaan,
mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural dan kultural, serta memberikan
rekomendasi praktis untuk perbaikan ke depan.

Secara historis, penanganan terhadap kejahatan narkotika di Indonesia telah mengalami
perkembangan paradigma dari masa ke masa. Pada era Orde Baru hingga awal Reformasi,
kebijakan narkotika sangat represif dan menekankan pada pemidanaan berat terhadap
pengguna maupun pengedar untuk menciptakan efek jera. Namun seiring dengan
meningkatnya kesadaran global bahwa pengguna narkotika adalah individu yang
membutuhkan penanganan medis dan psikososial, serta tekanan internasional terhadap
reformasi sistem hukum pidana, Indonesia mulai memperkenalkan pendekatan yang lebih
humanis, meskipun implementasinya berjalan lambat. Transisi paradigma ini sebenarnya
tidak hanya merupakan tuntutan dalam negeri, tetapi juga bagian dari komitmen Indonesia
terhadap standar internasional. Melalui ratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances (1988), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1997 pada
1997, Indonesia terikat pada prinsip bahwa upaya pemberantasan narkotika tidak hanya
harus represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menemui tantangan besar
di tingkat operasional. Selain hambatan struktural dan kultural di internal institusi hukum,
permasalahan stigma sosial terhadap pengguna narkotika menjadi penghalang utama bagi
pendekatan rehabilitatif. Dalam masyarakat Indonesia, pelaku penyalahgunaan narkotika
masih sering dianggap sebagai kriminal yang tidak pantas diberi kesempatan kedua.
Padahal dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkotika terjadi karena tekanan lingkungan,
masalah mental, atau kurangnya akses terhadap layanan kesehatan jiwa. Pendekatan hukum
yang menekankan pada penghukuman justru memperparah kondisi tersebut, membuat
pelaku semakin teralienasi dan lebih rentan mengulangi perbuatannya setelah keluar dari
penjara.

Sebaliknya, pendekatan restorative justice memberi ruang bagi proses pemulihan yang
bersifat partisipatif dan kolektif. Pelaku diajak untuk menyadari dampak dari perbuatannya,
memahami hak korban dan masyarakat, serta melakukan tindakan konkret untuk
memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, hal
ini dapat terwujud melalui program rehabilitasi berbasis komunitas, reintegrasi sosial, dan
monitoring yang berkelanjutan. Dengan demikian, hukum tidak hanya hadir sebagai alat
represif negara, tetapi juga sebagai sarana penyembuhan sosial dan moral bagi pelaku.

Lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa restorative justice dalam konteks
penyalahgunaan narkotika juga memiliki dimensi psikologis yang tidak boleh diabaikan.
Banyak pecandu mengalami trauma, ketergantungan psikologis, dan ketidakseimbangan
emosional yang tidak dapat diselesaikan melalui pidana penjara. Drug Treatment Courts
tidak semata-mata mengarah pada hukuman, melainkan membidik gangguan psikososial
yang mendasari perilaku kriminal dengan menyediakan supervisi pengadilan, terapi,
konseling, dan dukungan sosial (Brown, 2010). Model ini terbukti menurunkan angka



residivisme dan meningkatkan keberhasilan pemulihan. Sayangnya, Indonesia belum
mengadopsi secara sistemik model-model seperti Drug Court tersebut, meskipun beberapa
elemen telah diterapkan secara parsial. Dalam konteks ini, mekanisme penghentian
penuntutan pada tahap penuntutan melalui Perja 15 Tahun 2020 dan Pedoman 18 Tahun
2021 dapat menjadi alternatif yang cukup strategis dan realistis. Namun hal ini
membutuhkan keberanian institusional, pembenahan regulasi teknis, serta peningkatan
kapasitas aparat hukum untuk menerapkan prinsip-prinsip restorative justice secara
konsisten dan profesional.

Selain itu, pendekatan ini juga memiliki implikasi positif terhadap perlindungan hak asasi
manusia (HAM). Pemenjaraan terhadap pecandu yang seharusnya mendapat perawatan
merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak.
Dalam kerangka HAM, negara tidak hanya berkewajiban untuk menegakkan hukum, tetapi
juga memastikan bahwa warganya tidak dirugikan secara tidak proporsional oleh sistem
hukum itu sendiri. Dengan memberikan ruang bagi penghentian penuntutan terhadap
pecandu melalui restorative justice, negara menunjukkan komitmen terhadap perlindungan
dan pemenuhan hak-hak dasar setiap individu, termasuk mereka yang tersesat karena
narkotika.

Namun, keberhasilan pelaksanaan restorative justice dalam perkara penyalahgunaan
narkotika tidak bisa dilepaskan dari penguatan landasan hukum yang kokoh. Peraturan
perundang-undangan yang ada masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian
hukum menyeluruh bagi jaksa dalam menjalankan diskresi penghentian penuntutan. Oleh
karena itu, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara KUHAP, UU Narkotika, dan
peraturan pelaksana lain seperti Perja dan Perkap agar terbentuk kerangka hukum terpadu
yang dapat dioperasikan secara efektif dan seragam di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Dalam jangka panjang, reformasi hukum pidana di Indonesia juga perlu mengadopsi
prinsip-prinsip restoratif justice dalam revisi KUHAP dan KUHP yang tengah dibahas.
Dalam draf RKUHAP, telah mulai diperkenalkan prinsip diversi dan non-penal policy yang
memungkinkan penanganan alternatif terhadap tindak pidana tertentu. Namun agar prinsip
tersebut dapat diterapkan dalam perkara narkotika, dibutuhkan kajian akademik yang
mendalam untuk menjustifikasi keberlakuannya secara yuridis dan sosiologis. Penelitian
ini menjadi bagian dari upaya tersebut, sekaligus sebagai kontribusi terhadap pembaruan
hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.

Dari sudut pandang kebijakan nasional, pendekatan restorative justice dalam penanganan
perkara penyalahgunaan narkotika harus diintegrasikan secara lintas sektoral, tidak hanya
oleh aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, tetapi juga oleh lembaga-
lembaga non-penegakan hukum seperti Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika
Nasional (BNN), dan pemerintah daerah. Ketiadaan integrasi lintas sektor ini menjadi salah
satu penyebab mengapa proses rehabilitasi seringkali berjalan secara parsial, tidak
berkelanjutan, dan kurang terpantau. Padahal, dalam pendekatan restoratif justice yang
ideal, proses pemulihan pelaku tidak cukup hanya pada tahap penyelesaian hukum, tetapi
juga pada tahap reintegrasi sosial setelah proses hukum dihentikan. Hal ini mensyaratkan
adanya follow-up berupa pendampingan sosial, monitoring medis, dan pelatihan produktif
untuk membantu pelaku hidup mandiri dan menjauh dari lingkungan berisiko.

Selain aspek kebijakan, terdapat pula tantangan serius dari sisi struktur kelembagaan
kejaksaan sendiri. Salah satu hambatan utama dalam penerapan penghentian penuntutan
perkara narkotika adalah rendahnya literasi hukum jaksa terhadap prinsip-prinsip restoratif



justice. Dalam banyak kasus, jaksa masih berpegang teguh pada prinsip nullum crimen sine
poena tidak ada kejahatan tanpa hukuman sehingga mereka merasa ragu untuk
menghentikan perkara tanpa membawa pelaku ke meja hijau. Sikap ini semakin diperparah
oleh kekhawatiran akan adanya penilaian negatif dari atasan, pemeriksa internal, maupun
opini publik. Oleh karena itu, penting dilakukan pelatihan khusus yang berkelanjutan
terhadap jaksa agar mereka tidak hanya memahami aspek legal formal dari restorative
justice, tetapi juga nilai-nilai filosofis dan sosial yang mendasarinya. Jaksa perlu diberikan
pemahaman bahwa diskresi bukanlah bentuk pelanggaran hukum, melainkan bagian dari
seni menegakkan hukum secara berkeadilan.

Selanjutnya, dari segi kebijakan pendidikan hukum, institusi pendidikan tinggi hukum di
Indonesia juga memiliki peran penting dalam mendukung pengarusutamaan restorative
justice. Kurikulum pendidikan hukum selama ini terlalu banyak menekankan pada
pembelajaran dogmatik dan prosedural, tetapi kurang menekankan pada perspektif sosial
dan humanis dari hukum pidana. Padahal, untuk mencetak jaksa, hakim, atau advokat yang
memahami restorative justice secara menyeluruh, dibutuhkan integrasi materi hukum
progresif, kriminologi, dan sosiologi hukum dalam proses pendidikan. Oleh karena itu,
reformasi pendidikan hukum merupakan faktor pendukung jangka panjang untuk
keberhasilan penerapan penghentian penuntutan perkara narkotika secara restoratif.

Secara keseluruhan, pergeseran dari pendekatan retributif ke pendekatan restoratif
bukanlah hal yang sederhana. Diperlukan transformasi struktural, kultural, dan konseptual
dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tidak cukup hanya dengan menetapkan peraturan
seperti Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman 18 Tahun 2021, tetapi juga harus ada
keberanian politik, dukungan publik, dan pembenahan internal dalam lembaga penegak
hukum. Jika tidak, maka restorative justice hanya akan menjadi jargon kosong yang tidak
membumi dalam praktik peradilan.

Selain aspek yuridis dan kelembagaan, penting pula menyoroti peran masyarakat sipil
dalam mendorong efektivitas penerapan restoratif justice, terutama dalam perkara
penyalahgunaan narkotika. Restorative justice bukan semata-mata proses hukum formal
yang dilaksanakan oleh negara, melainkan sebuah pendekatan berbasis komunitas yang
mengandalkan keterlibatan aktif masyarakat. Dalam konteks ini, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan kelompok keagamaan dapat memainkan peran
strategis dalam memfasilitasi dialog, mendukung reintegrasi sosial pelaku, serta
memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan pemulihan
dalam penanganan tindak pidana ringan, termasuk narkotika. Peran masyarakat ini juga
dapat menjadi penyeimbang terhadap potensi penyimpangan kewenangan aparat penegak
hukum, sekaligus memperkuat legitimasi dari proses penghentian penuntutan.

Selain itu, proses monitoring dan evaluasi juga harus menjadi bagian integral dari
pelaksanaan restorative justice dalam perkara narkotika. Mengingat pendekatan ini masih
relatif baru diterapkan dalam konteks hukum pidana dewasa di Indonesia, maka diperlukan
sistem evaluasi berkala yang dapat menilai efektivitas dan akuntabilitas implementasinya.
Evaluasi ini tidak hanya dilakukan dari sisi jumlah perkara yang berhasil dihentikan, tetapi
juga dari aspek kualitas pemulihan yang dicapai, tingkat keberulangan (residivisme)
pelaku, serta kepuasan semua pihak yang terlibat dalam proses. Oleh sebab itu, perlu
dibentuk unit kerja khusus di lingkungan Kejaksaan yang bertugas untuk memonitor
pelaksanaan restorative justice dan mengumpulkan data empirik yang dapat dijadikan dasar
dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.



Meskipun konsep restorative justice menawarkan solusi hukum yang lebih humanis,
penerapannya dalam perkara penyalahgunaan narkotika masih menghadapi berbagai
tantangan. Permasalahan regulatif, tumpang tindih aturan antara KUHAP, Undang-Undang
Narkotika, serta pedoman pelaksanaan seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun
2020 dan Nomor 18 Tahun 2021 sering kali menimbulkan keraguan di tingkat praktik.
Selain itu, keterbatasan perlindungan hukum bagi jaksa yang menggunakan diskresi serta
persepsi publik yang masih negatif terhadap kebijakan non-pemenjaraan juga menjadi
hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji
efektivitas mekanisme penghentian penuntutan berbasis restoratif justice, sekaligus menilai
potensi dan kendala implementasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia

Identifikasi dan Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai
berikut:
1. Bagaimana penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkotika sebagai
pengguna dalam perspektif restorative justice?
2. Bagaimana implementasi, kendala dan solusi penghentian dalam penuntutan
berbasis restorative justice terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, serta
bagaimana solusi normatif yang dapat ditawarkan untuk mengatasinya?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti
mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan penghentian penuntutan perkara
penyalahgunaan narkotika sebagai pengguna dalam perspektif restorative justice.
2. Untuk mengidentifikasi implementasi dan kendala hukum, kelembagaan, dan
kultural dalam penerapan restorative justice, serta merumuskan solusi normatif
untuk mengoptimalkan pelaksanaannya.

Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman
mengenai penerapan konsep restorative justice dalam ranah hukum pidana
Indonesia, khususnya pada tahap penuntutan oleh jaksa. Kajian ini diharapkan
mampu memperkaya literatur akademik mengenai transformasi paradigma
hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan pemulihan, serta
memberikan dasar argumentatif bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih
humanis dan berkeadilan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa
pihak, yaitu:

a. Mahasiswa
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Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam memahami implementasi
restorative justice, serta menjadi pedoman bagi penelitian lanjutan yang
berkaitan dengan reformasi sistem peradilan pidana.

b. Akademisi Dan Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan
kebijakan, pelatihan, maupun forum akademik yang menyoroti efektivitas
penerapan restorative justice pada tahap penuntutan, khususnya terhadap pelaku
penyalahgunaan narkotika.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengambilan
kebijakan diskresi penuntutan yang lebih proporsional, mendorong penerapan
rehabilitasi bagi pecandu narkotika, serta memperkuat koordinasi antar-lembaga
hukum dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang berorientasi pada
pemulihan sosial.

Il. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa penanganan perkara penyalahgunaan
narkotika dalam sistem peradilan pidana tidak dapat lagi bertumpu semata-mata
pada pendekatan pemidanaan yang bersifat represif dan retributif. Dalam praktik
penegakan hukum, pengguna narkotika sering kali diperlakukan sebagai pelaku
kejahatan murni, padahal secara sosiologis dan medis mereka juga berada dalam
posisi sebagai korban ketergantungan. Kondisi tersebut menimbulkan
ketidaksesuaian antara tujuan hukum pidana dengan realitas sosial, sehingga
mendorong perlunya pendekatan alternatif berupa penghentian penuntutan berbasis
restorative justice pada tahap penuntutan sebagai upaya mewujudkan keadilan yang
lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Secara teoritik, kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada tiga teori utama.
Pertama, teori restorative justice yang menempatkan penyelesaian perkara pidana
sebagai proses pemulihan atas kerugian sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana.
Pendekatan ini menekankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta tanggung jawab
pelaku, bukan pembalasan semata. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, teori
restorative justice relevan karena pengguna narkotika sering Kkali tidak
menimbulkan korban langsung dan lebih tepat diposisikan sebagai subjek yang
membutuhkan pemulihan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa restorative
justice dalam perkara narkotika diarahkan pada perlindungan korban
penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari
kebijakan hukum pidana modern.

Teori hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo
digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan
keadilan substantif, bukan semata-mata pada kepastian normatif yang kaku. Teori
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ini menolak cara berhukum yang positivistik dan mendorong aparat penegak
hukum, termasuk jaksa, untuk menggunakan diskresi secara bertanggung jawab
demi mencapai keadilan yang bermakna. Dalam konteks tahap penuntutan, teori
hukum progresif menjadi dasar pembenaran penggunaan kewenangan jaksa untuk
menghentikan penuntutan perkara penyalahgunaan narkotika demi kepentingan
pemulihan dan kemanfaatan sosial. Praktik penerapan restorative justice oleh
kejaksaan dalam perkara narkotika telah dikaji secara empiris dan menunjukkan
bahwa diskresi jaksa memegang peran penting dalam mewujudkan keadilan yang
lebih humanis.

Sementara itu, teori kepastian hukum integratif digunakan untuk memastikan
bahwa pendekatan progresif dan restoratif tersebut tetap berada dalam koridor
negara hukum. Teori ini memandang bahwa kepastian hukum harus diintegrasikan
dengan keadilan dan kemanfaatan, sehingga kebijakan hukum pidana tidak hanya
sah secara normatif, tetapi juga efektif dan adil secara substantif. Dalam
penghentian penuntutan perkara narkotika, teori kepastian hukum integratif
menjelaskan bahwa restorative justice dapat diterapkan sepanjang memiliki dasar
hukum yang jelas, mekanisme yang terukur, serta pengawasan yang memadai.
Kajian mutakhir menegaskan bahwa efektivitas restorative justice sangat
bergantung pada integrasi antara norma hukum dan praktik penegakan hukum.

Secara konseptual, penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkotika
berbasis restorative justice bertujuan untuk mengalihkan orientasi penegakan
hukum pidana dari penghukuman menuju pemulihan dan rehabilitasi. Fungsi
penghentian penuntutan dalam kerangka ini adalah sebagai instrumen kebijakan
hukum pidana non-penal yang memungkinkan negara memberikan respons yang
proporsional terhadap penyalahgunaan narkotika. Konsep ini dianalisis melalui
pendekatan struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup
Kejaksaan, jaksa penuntut umum, serta Tim Asesmen Terpadu; substansi hukum
meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur narkotika dan penghentian
penuntutan; sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap dan paradigma aparat
penegak hukum terhadap pengguna narkotika dan penerapan restorative justice.
Penelitian empiris menunjukkan bahwa pada tahap penuntutan, keberhasilan
restorative justice sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan komitmen aparat
penegak hukum.

Dari sisi normatif, kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat
(1) tentang jaminan kepastian hukum yang adil dan Pasal 28H ayat (1) tentang hak
atas kesehatan. Selain itu, penanganan penyalahgunaan narkotika pada tahap
penuntutan mengacu pada KUHP Pasal 127 UU No. 1 Tahun 2023 terkait delik
penyalahgunaan narkotika dan KUHAP Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 mengenai
kewenangan jaksa untuk menuntut atau menghentikan penuntutan perkara pidana,
termasuk penyalahgunaan narkotika, sehingga proses hukum tetap berada dalam
koridor hukum pidana nasional. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, terutama Pasal 54 dan Pasal 103, mewajibkan rehabilitasi
medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Norma
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tersebut diperkuat oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 serta
Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu, Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan legitimasi yudisial terhadap
penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. Kajian kritis terbaru
menekankan bahwa penggunaan konsep restorative justice dalam perkara narkotika
harus disesuaikan dengan karakteristik kasus agar tetap berorientasi pada
pemulihan.

Dalam kerangka berpikir, penelitian ini menegaskan pengertian pokok agar tidak
terjadi ambiguitas penafsiran. Penghentian penuntutan dipahami sebagai
kewenangan jaksa untuk menghentikan proses penuntutan perkara pidana
berdasarkan hukum dan pertimbangan keadilan. Penyalahgunaan narkotika
dimaknai sebagai penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang
menempatkan pelakunya dalam kondisi ketergantungan dan kerentanan sosial.
Sementara itu, restorative justice dipahami sebagai pendekatan penyelesaian
perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi
sosial, bukan pembalasan semata.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini secara utuh mengintegrasikan kerangka
teori, kerangka konsep, dasar peraturan perundang-undangan, serta kerangka
berpikir ilmiah sebagai landasan analisis dalam menilai penghentian penuntutan
perkara penyalahgunaan narkotika sebagai implementasi restorative justice pada
tahap penuntutan di Indonesia.

I11. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penghentian penuntutan berbasis restorative justice secara normatif
telah memiliki dasar hukum, namun implementasinya masih menghadapi kendala regulatif,
kelembagaan, dan budaya hukum, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan
peran aparat penegak hukum agar penerapannya dapat berjalan optimal.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika
sebagai Pengguna dalam Perspektif Restorative Justice

Penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkotika terhadap pengguna sebagai
korban merupakan refleksi nyata dari pergeseran paradigma hukum pidana modern yang
tidak lagi menempatkan pemidanaan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai sarana
terakhir (ultimum remedium). Dalam konteks narkotika, pengguna kerap berada dalam
posisi ganda sebagai pelaku sekaligus korban (self-victimizing offender), sehingga
pendekatan retributif berupa pidana penjara sering kali gagal menyelesaikan akar
persoalan, yaitu ketergantungan zat. Literatur hukum kontemporer menegaskan bahwa
pendekatan restorative justice memberikan kerangka normatif yang lebih adil dengan
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memprioritaskan pemulihan individu, tanggung jawab personal, serta reintegrasi sosial
pengguna narkotika ke dalam masyarakat.

Secara konseptual, restorative justice menempatkan kejahatan bukan semata-mata sebagai
pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai peristiwa yang menimbulkan kerusakan relasi
sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penyelesaian perkara harus diarahkan pada
pemulihan relasi tersebut melalui mekanisme non-punitif yang tetap menjamin
pertanggungjawaban pelaku. Dalam perkara narkotika, pemulihan tersebut diwujudkan
melalui rehabilitasi medis dan sosial. Penghentian penuntutan berbasis restorative justice
pada tahap penuntutan merupakan bentuk keadilan substantif karena menyesuaikan respons
hukum dengan karakteristik khusus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, penghentian penuntutan terhadap pengguna
narkotika memperoleh legitimasi normatif melalui kebijakan Kejaksaan Republik
Indonesia, khususnya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan
Perkara Penyalahgunaan Narkotika dengan Pendekatan Restoratif. Pedoman ini membuka
ruang diskresi bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap pengguna narkotika
yang memenuhi syarat tertentu dan mengalihkannya ke rehabilitasi, sehingga
mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam praktik penuntutan. Kebijakan ini
menandai perubahan fundamental fungsi penuntutan, dari sekadar instrumen represif
negara menjadi sarana kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan sosial
dan reintegrasi pelaku. Penerapan restorative justice dalam penghentian penuntutan secara
signifikan meningkatkan akses ke rehabilitasi dan mengurangi ketergantungan pada pidana
penjara dalam kasus narkotika, sehingga mendukung keberfungsian pedoman tersebut
dalam konteks penegakan hukum yang lebih manusiawi.

Penghentian penuntutan dalam perspektif restorative justice juga memiliki dasar rasional
yang kuat secara sosiologis. Pidana penjara terhadap pengguna narkotika tidak hanya gagal
menekan angka penyalahgunaan, tetapi juga berkontribusi terhadap overkapasitas lembaga
pemasyarakatan. Dengan mengalihkan pengguna ke jalur rehabilitasi, negara tidak hanya
melindungi hak kesehatan pelaku, tetapi juga meningkatkan efisiensi sistem peradilan
pidana. Penerapan restorative justice oleh kejaksaan berkontribusi signifikan dalam
menekan angka pemenjaraan pengguna narkotika dan mengurangi beban struktural sistem
pemasyarakatan.

Meskipun demikian, penerapan penghentian penuntutan berbasis restorative justice belum
sepenuhnya konsisten. Perbedaan penafsiran jaksa terhadap kriteria pengguna yang layak
memperoleh penghentian penuntutan menimbulkan ketimpangan penerapan antar wilayah.
Hal ini mencerminkan belum optimalnya internalisasi prinsip restorative justice dalam
struktur penegakan hukum. Tanpa standar operasional yang jelas dan seragam, penghentian
penuntutan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan persepsi diskriminasi.

Selain hambatan normatif dan struktural, budaya hukum turut menjadi faktor krusial yang
memengaruhi efektivitas penerapan penghentian penuntutan. Pandangan konvensional
yang memaknai keadilan semata-mata sebagai pemidanaan masih mendominasi pola pikir
sebagian aparat penegak hukum maupun masyarakat luas. Akibatnya, pengguna narkotika
kerap dilekatkan dengan label sebagai pelaku kejahatan berbahaya, sehingga kebijakan
penghentian penuntutan sering dipersepsikan sebagai bentuk kelonggaran hukum.
Implementasi restorative justice hanya dapat berjalan optimal apabila terjadi pergeseran
paradigma, yakni dengan menempatkan pengguna narkotika sebagai individu yang
membutuhkan pemulihan dan pendampingan, bukan sekadar objek penghukuman.
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Dari sudut pandang kepastian hukum, penghentian penuntutan juga menimbulkan
persoalan yuridis tersendiri. Produk hukum berupa surat ketetapan penghentian penuntutan
belum diatur secara rinci mengenai akibat hukum dan mekanisme kontrolnya. Kondisi ini
dikritisi karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum pelaku serta
perbedaan perlakuan dalam kasus yang serupa, sehingga memerlukan penguatan regulasi
di tingkat peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum progresif, penghentian penuntutan terhadap pengguna narkotika
merupakan bentuk keberanian hukum untuk keluar dari positivisme sempit dan menjawab
realitas sosial. Hukum progresif menolak penerapan hukum yang kaku dan menuntut
hukum untuk berpihak pada kemanusiaan dan keadilan substantif. Peran kejaksaan dalam
restorative justice mencerminkan transformasi hukum pidana menuju pendekatan yang
lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Jika dianalisis melalui teori sistem hukum, efektivitas penghentian penuntutan sangat
ditentukan oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya
hukum. Substansi hukum telah tersedia melalui pedoman dan regulasi internal, namun
struktur dan budaya hukum masih memerlukan penguatan melalui pelatihan aparat,
penyediaan fasilitas rehabilitasi, dan perubahan paradigma penegakan hukum. Tanpa
integrasi ketiga unsur tersebut, penghentian penuntutan berisiko hanya menjadi kebijakan
normatif tanpa dampak nyata.

Dengan demikian, penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkotika terhadap
pengguna sebagai korban dalam perspektif restorative justice merupakan kebijakan hukum
pidana yang secara teoritis, normatif, dan sosiologis dapat dibenarkan. Pendekatan ini
menawarkan solusi yang lebih adil dan manusiawi dibanding pemidanaan tradisional,
namun keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi penerapan, kepastian hukum,
serta perubahan budaya hukum. Oleh karena itu, penghentian penuntutan harus dipahami
bukan sebagai pelemahan penegakan hukum, melainkan sebagai bentuk penegakan hukum
yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial

B. B. Implementasi Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice
terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Implementasi penghentian penuntutan berbasis restorative justice dalam perkara
penyalahgunaan narkotika mencerminkan orientasi hukum pidana yang berpindah dari
pendekatan retributif ke pendekatan pemulihan yang humanis. Konsep restorative justice
menempatkan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai
tujuan utama penyelesaian hukum, bukan sekadar pidana penjara. Hal ini menandai
pergeseran filosofi hukum pidana dari hukuman sebagai alat balasan kepada pemulihan dan
reintegrasi sosial pelaku yang tergolong pengguna atau pecandu narkotika.

Secara normatif, penghentian penuntutan berlandaskan restorative justice terhadap
penyalahguna narkotika dalam praktek kejaksaan dipandu oleh Pedoman Jaksa Agung
Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur penyelesaian perkara narkotika melalui rehabilitasi
dengan pendekatan restorative justice. Penelitian empiris pada Kejaksaan Lampung Selatan
menunjukkan bahwa penerapan restorative justice sebagai alternatif meminimalkan pidana
penjara dan meningkatkan akses terhadap rehabilitasi medis bagi pelaku yang memenuhi
syarat asesmen terpadu.
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Implementasi restorative justice membutuhkan proses asesmen terpadu yang objektif untuk
membedakan antara pelaku pengguna/pecandu dengan pelaku pengedar. Proses tersebut
tidak hanya menilai tingkat ketergantungan, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial
dan kebutuhan rehabilitasi medis. Evaluasi empiris menunjukkan bahwa keterbatasan
koordinasi antara kejaksaan, BNN, dan fasilitas rehabilitasi menjadi hambatan utama
dalam menjalankan pendekatan ini secara konsisten.

Dalam praktik penuntutan, restorative justice tidak hanya sekadar penghentian penuntutan,
tetapi juga memerlukan rekonsiliasi dengan korban dan komunitas korban jika relevan.
Meskipun dalam banyak kasus pecandu narkotika korban langsungnya adalah masyarakat
luas, bukan individu tertentu, rekonsiliasi sosial tetap dipandang penting untuk membangun
kesadaran hukum dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat penyalahgunaan
narkotika.

Pendekatan restorative justice dalam penghentian penuntutan juga memperhatikan prinsip
dominus litis, yakni kewenangan jaksa untuk menentukan apakah penuntutan dilanjutkan
atau dihentikan demi kepentingan hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks narkotika,
penerapan prinsip ini menuntut jaksa untuk mempertimbangkan aspek rehabilitasi medis,
kepentingan kesehatan masyarakat, dan prinsip kemanusiaan ketimbang sekadar
menjatuhkan hukuman penjara.

Secara kultural, implementasi restorative justice terhadap pelaku penyalahgunaan
narkotika sering menghadapi tantangan persepsi, terutama di kalangan aparat penegak
hukum yang masih memandang penanganan perkara narkotika secara tradisional sebagai
kewajiban untuk menghukum. Penelitian empiris menunjukkan bahwa sejumlah aparat
penegak hukum masih memposisikan pelaku pengguna sebagai “pelaku kriminal”
sepenuhnya, bukan sebagai subjek yang memerlukan pendekatan pemulihan, sehingga
menghambat penerapan restorative justice meskipun secara hukum tersedia regulasi dan
pedoman untuk pendekatan ini. Perubahan paradigma penegak hukum diperlukan agar
penanganan kasus narkotika tidak terjebak pada stigma kriminal semata, tetapi dipandang
sebagai kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui mekanisme restorative
justice.

Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice juga menuntut
adanya fasilitas rehabilitasi yang memadai. Ketika fasilitas rehabilitasi terbatas atau tidak
merata, kebijakan ini berisiko menjadi simbolik semata tanpa memberikan pemulihan
substantif bagi pelaku. Studi kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa keberhasilan
restorative justice sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas rehabilitasi terintegrasi
dengan dukungan medis dan sosial.

Pendekatan restorative justice pada tahap penuntutan juga mampu mereduksi beban
lembaga pemasyarakatan dengan menekan tingkat pemenjaraan bagi pelaku
penyalahgunaan ringan. Hal ini tidak hanya mencerminkan efisiensi sistem peradilan
pidana, tetapi juga mengurangi potensi over-capacity di lembaga pemasyarakatan akibat
tingginya jumlah narapidana narkotika, yang pada gilirannya memperkuat asas
kemanfaatan hukum pidana.

Dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan, restorative justice menempatkan
pemulihan hak dan martabat pelaku sebagai bagian dari proses penghentian penuntutan.
Perlindungan terhadap hak korban dari penyalahgunaan narkotika, termasuk hak atas
rehabilitasi dan dukungan sosial, menjadi bagian integral dalam penyelesaian perkara,
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sehingga restorative justice bukan hanya alternatif prosedural tetapi juga substansi hak
asasi manusia.

Dengan demikian, implementasi penghentian penuntutan berbasis restorative justice
terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan instrumen penting reformasi sistem
peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan ini menuntut sinergi regulatif yang jelas,
penguatan kapasitas institusional, dan perubahan paradigma penegakan hukum yang
komprehensif agar tujuan pemulihan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan
hukum dapat terpadu secara efektif dan berkelanjutan dalam praktik penegakan hukum
pidana.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku
sebagai pengguna dalam perspektif restorative justice secara normatif telah
memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, serta sejalan dengan prinsip pemulihan
dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai korban.

2. Implementasi penghentian penuntutan berbasis restorative justice dalam praktik
masih belum optimal karena adanya kendala hukum, kelembagaan, dan budaya
hukum, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan peran dan
perlindungan diskresi jaksa, serta perubahan paradigma penegakan hukum menuju
pendekatan rehabilitatif.

Saran

1. Diperlukan penguatan dan harmonisasi regulasi terkait penghentian penuntutan
perkara penyalahgunaan narkotika berbasis restorative justice agar memberikan
kepastian hukum bagi jaksa dalam penerapannya.

2. Aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, perlu meningkatkan pemahaman
dan keberanian dalam menggunakan diskresi penuntutan melalui pendekatan
restorative justice dengan mengedepankan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

3. Diperlukan peningkatan koordinasi antar-lembaga terkait, khususnya antara
kejaksaan, kepolisian, BNN, dan lembaga rehabilitasi, agar pelaksanaan
penghentian penuntutan diikuti dengan proses pemulihan yang berkelanjutan.
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